PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : JI. Setia Budi No.1 Telp. (0293) 491048 Fax. 491313 Kode Pos 56212
Email : kesbangpol@temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 045.1 / 282.4 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang
menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik
dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian
tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan
dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu metetapkan Keputusan Bupati
Temanggung tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan
pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2025

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

HTYONO, S.Sos, MM
n¥a Muda
NIP. 197211261992031002




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

SAR HUK KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI
s S PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI

DIBUKA DITUTUP

Daftar Anggota/orang yang - Pasal 17 huruf h | Mengungkap rahasia Melindungi data 1 Tahun

terlibat Organisasi Terlarang Undang-Undang | pribadi pribadi
Nomor 14
Tahun 2008
tentang
Keterbukaan
Informasi Publik;

- Pasal 66 ayat (3)
huruf h Undang-
Undang Nomor
43 Tahun 2009
tentang
Kearsipan

Data Data yang berkaitan - Undang-Undang | Membahayakan Melindungi Data 1 Tahun

dengan rahasia Pemerintah/ Nomor 3 Tahun | Pemerintahan/ Negara | Pemerintah/

Negar 2002 tentang Negara
Pertahanan
Negara,

- Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 11




NO.

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI

PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Tahun 2006
tentang
Komunitas
Intelijen Daerah
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 16
Tahun 2011
tentang
Perubahan Atas
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 11
Tahun 2006
tentang
Komunitas
Intelejen Daerah

Data Keberadaan Orang Asing
di Kabupaten Temanggung

Undang-Undang
Nomor 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan,
Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 50
Tahun 2010
tentang Pedoman

Berpotensi

Menimbulkan tindakan
Kriminal yang dapat

mengancam
keberadaannya

Keberadaan Orang
asing menjadi
terlindungi

1 Tahun




KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI
DASAR HUKUM PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI

DIBUKA DITUTUP

Pemantauan
Tenaga Kerja
Asing di Daerah

a.n BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




c001€0C6619C112L61 dIN
EPNJ\ BWE}() mﬁﬁaon_
WA 'SOS’S "ONO v 1

ALLI'TOd NVA VSONVE NVNLVSHM Z<Q< @4{%@&\

ONNDONVINAL LLVdNE U'e
‘nmjaAusy

ueniEley ynuad uep euwesyas BIBIIS JBNJIP IUI ISUaN3asuoy uelndusd uenrua(
dund3uewa], uayednqey] gidd
Sun88uews], unyednqey | ueduequniad ul], elodduy Jundduewia],
yeioe( JelLelan{os uajednqey yeloe( JBLIBIOL{OS
wnyny uerdeq wnny ueideqg wnyny sqeuy IRIVS ONLAY HVANI | €
SungZuewa],

W uajedngey] (Jldd ueduequnisd wWi],

gun88uewa], | ©j083uy nyyereg Sundduews], usajednqey]
uajednqey] exqreuLIofu] BNJBULIOJU] UEpP ISEXIUNWOY Seulq
UEep [SeIUnwoy Seul( epn yexeressey uedungny ejeueld | Sug'iN “L'S ‘OALASVAd SN ONd | ¢
Sund8uewa], usyednqey]

dIdd ueduequniag wi], €jodduy njeLs

Sun88ueuws], gun33uewa], usyednqgey] exyneULIOIU]
uajednqe)] exneuLIoju] uep IseyIuNuoy seul jnqnd
uep Isexqiunwoy| seul( | Isexiunuwoy uep iseunoju] 3ueprg ereday | 'IS'IN ‘dI'S ‘NAVHVY HVIA VNIANY | 1
uelue], epue], efiay jrun uejeqep ewreN ON

: Yoo uesn3e[Ip seje Ip 3[qe) eped Jngasip eurwIedeqas [suamsasuoy] ueindusd emyeqg



NO.

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI /PERTIMBANGAN BAGI

PUBLIK JANGKA WAKTU

DIBUKA

DITUTUP

Pemantauan
Tenaga Kerja
Asing di Daerah

a.n BUPATI TEMANGGUNG

‘ONO, S.Sos, MM
uda
NIP. 197211261992031002




Bahwa Pengujian Konsekwensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

710 Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
1 | ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi | Dinas Komunikasi dan .
Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Informatika Kabupaten Temanggung Temanggung ‘Q/\%’\/\/q
Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID i
Kabupaten Temanggung
2 | EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng. | Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan
Dinas Komunikasi dan Informatika Informatika Kabupaten
Kabupaten Temanggung Selaku Anggota | Temanggung
Tim Pertimbangan PPID Kabupaten
Temanggung T
3 |INDAH RETNO SARI Analis Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekretariat Daerah 5
Temanggung Anggota Tim Pertimbangan | Kabupaten Temanggung
PPID Kabupaten Temanggung J
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian \

Menyetujui,
a.n BUPATI TEMANGGUNG

ONO, S.Sos, MM
Muda

NIP. 197211261992031002




